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PEMERINTAH  KABUPATEN  PANDEGLANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG 

 

NOMOR   4  TAHUN   2012 

 
TENTANG 

PERUBAHAN  ATAS  PERATURAN  DAERAH KABUPATEN  PANDEGLANG  

NOMOR 1 TAHUN  2011  TENTANG  PAJAK DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PANDEGLANG, 
 

Menimbang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan 

mengenai Pajak Daerah di Kabupaten Pandeglang 
telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah ; 

b. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya 
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan sesuai dengan Surat Dirjen 
Perimbangan Keuangan Nomor S-399/MK.7/2012 
bahwa ketentuan mengenai tanggal berlakunya 

pemungutan sebagaimana diatur dalam Pasal 104 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 perlu 

dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan  Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang 

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 

Mengingat   

 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2013); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3684); 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851) ; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4010 ); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 

Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara  Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      
Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4959) ; 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5049) ; 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 

tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana sebagaimana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 

Tambahan Lembaran Negara   Republik Indonesia 
Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara   Republik 

Indonesia Nomor 5145);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan  dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 
tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 83 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 

tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
147/MK.07/2010 tentang Badan atau Lembaga 
Internasional yang tidak Dikenakan Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan; 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

148/MK.07/2010 tentang Badan atau Lembaga 
Internasional yang tidak Dikenakan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 
Tahun 1986 Tentang Penunjukan Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap 
Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat 
Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pandeglang Tahun 1986 Nomor 5 Seri D); 
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 

Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pandeglang Tahun 2007 Nomor 10 Seri E.5); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 1);  

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 

Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 
2010 Nomor 4); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  PANDEGLANG 

Dan 

BUPATI PANDEGLANG 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG 
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. 

 
  

 
Pasal  I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang 

Tahun 2011 Nomor 1) diubah sebagai berikut : 
 
1. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 60 
 

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan 
sebagai berikut : 

a.  0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP kurang dari                  
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan 

b.  0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP Rp. 1.000.000.000,- (satu 

milyar rupiah)  atau lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar 
rupiah). 
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2. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 104 
 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pelaksanaan ketentuan 
mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 64, mulai 
berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. 

 

 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten  Pandeglang. 

 

 Ditetapkan di Pandeglang 
 pada tanggal  17 Desember 2012 

 

BUPATI PANDEGLANG, 
 

Cap / ttd 
 

ERWAN  KURTUBI 

 

Diundangkan di Pandeglang 

pada tanggal  17 Desember 2012 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, 
  
        Cap / ttd 

                  DODO  DJUANDA  

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2012 NOMOR  4 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


